MENTER] KEUANGAN
REPUBLIK INDGNESA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 /PMK.03/2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAT YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN
SEMULA ATAU DIPINDAHNTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum dan
kemudahan dalam berusaha (ease of doing business), periu
dilakukan integrasi prosedur untuk meningkatkan
pelayanan dalam pemberian fasilitas dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau
penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat
strategis;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
268 /PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas
Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
vang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis vang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi,

/



Mengingat :

1.

belum dapat menampung perkembangan kebutuhan
integrasi prosedur pemberian fasilitas dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yvang Dibebaskan dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu yvang Bersifat Strategis yang Dibebaskan
dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian
Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang DBersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran
Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu vang
Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai
dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan
Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak

Pertambahan Nilai;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

n O tentangs Perubahan Ketica atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
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https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/9d9e91bd-e9f0-4e8c-86f1-c6841cf834f3
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atas Barang Mewah (lL.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5069);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2020 Normnor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang
Bersifat Strategis yvang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5750) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyverahan Barang
Kena Pajak Tertentu vyang Bersifat Strategis vyang
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 ‘Nomor
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6549);

. Peraturan Presiden Nomor 57  Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- n  Menterl Keuangan Nomor 229/PMK.C1/2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217 /PMK.01 /2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
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https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/ff63731a-9417-4f4f-adcf-127f3fa434ce
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Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DAR! PENGENAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NiLAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN
DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG
DIGUNAKAN TIDAK BSESUAL DENGAN TUJUAN SEMULA
ATAU DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI
ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN
adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-
Undang Nomor &8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah beserta perubahannya.

2. Barang Kena Pajak yang selanjutnya disingkat BKP
adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Nomer & Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah beserta perubahannya.

3. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, melipuii
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yvang mempunyal hak dan kewajiban perpajakan sesuail
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

/ -/



Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP
adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yvang
dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta
perubahannya.

Nomor Pokolk Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagal tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewsgjiban perpajakannya.

Mesin adalah perkakas wuntuk menggerakkan atau
membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda dan
digerakkan oleh motor penggerak, baik mekanik maupun
menggunakan bahan bakar minyak atau non minyak,
tenaga histrik, atau tenaga alam.

Peralatan adalah aktiva yang memiliki masa manfaat
lebih dari satu tahun dan dipergunakan untuk produksi
barang vang digerakkan dengan mekanik atau
menggunakan bahan bakar minyak atau non minyak,
tenaga listrik, atau tenaga alam.

Muasterlist adalah Keputusan Menteri Keuangan mengenai
Pembebasan Bea Masuk vang diterbitkan oleh
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal yang berisi daftar Mesin dan Peralatan yang
mendapatkan fastlitas pembebasan Bea Masuk.
Peraturan  Pemerintah  tentang Impor dan/atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah
BKP Tertentu yang Bersifat Strategis adalah Peraturan
Pemerintah Nomor &1 Tahun 2015 tentang Impor
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang
Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun

/



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu yvang Bersifat Strategis vang Dibebaskan
dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kerja Sama Operasi atau operasi bersama yang
selanjutnya disebut KSO adalah pengaturan bersama
vang mengatur bahwa para pihak vyang memiliki
pengendalian bersama atas pengaturan, memiliki hak
atas aset, dan kewajiban terhadap habilitas.

Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sclanjutnya
disebut Pckerjaan EPC adalah gabungan pekerjaan
konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, termasuk di

dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model

penggabungan perencanaar, pengadaan, dan
pembangunan fengineering, procurement, and
construction).

Penyedia Pekerjaan EPC adalah PKP yang berbentuk
badan termasuk KBSO dan bentuk usaha tetap vang
melakukan Pekerjaan EPC.

Pemilik Proyek adalah PKP yang menghasilkan BKP, yang
memperoleh Mesin dan Peralatan pabrik melalui kontrak
dengan PKP Penyedia Pekerjaan EPC.

Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang
Kena Pagjak tertentu yang bersifat strategis vang
selanjutnya discbut SKB PPN adalah surat keterangan
vang menyatakan bahwa PKP memperoleh fasilitas
dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau
penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis.

Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan
Undang-Undang Kepabeanan yvang dikenaskan terhadap
barang yang diimpor.

Rencana Kebutuhan Impor dan Perolchan vyang
selanjuinya disingkat RKIP adalah daftar Mesin dan
Peralatan pabrik yang direncanakan untuk diimpor
dan/atau diperoleh, yang digunakan untuk memperoleh
fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

Laporan Realisasi Impor dan Perolehan adalah laporan

yang memuat informasi realisasi impor dan perolehan

/



18,

19.

20.

21.

22.

23,

24,

Mesin dan Peralatan pabrik yang menggunakan fasilitas
dibebaskan dari pengenaan PPN.

Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai
Pengganti vang selanjutnya disebut SKB PPN Pengganti
adalah surat keterangan yang diterbitkan untuk
mengganti SKB PPN dalam hal terdapat kesalahan dalam
penerbitan SKB PPN.

Rumah Susun Sederhana Milik adalah rumah susun
umum  milik sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang rumah susun.

Orang Pribadi adalah Orang Pribadi sebagai subjek pajak
dapat bertempat tinggal atau berada baik di Indonesia
maupun di luar Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak vang dibuat
oleh PKP vyang melakukan penyerahan BEKP atau
penyerahan Jasa Kena Pajak.

Sistem  Indonesia National Single Window vyang
selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik
vang mengintegrasikan sistem dan/atau  informasi
berkaitan dengan  proses penanganan  dokumen
kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen
perizinan, dekumen kepelabuhanan/kebandarudaraan,
dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau
impor, vang menjamin keamanan data dan informasi
serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem
internal secara ctomatis.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal adalah  kementerian yang memimpin dan
mengoordinasikan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang investasi dan penyelenggaraan
tugas pemerintahan di bidang penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Harmonized System Code yang selanjutnya discbut Kode
HS adalah nomor kode dari suatu daftar penggolongan
barang yang dibuat secara sistematlis dengan tujuan

mempermudah  penarifan, transaksi perdagangan,

/



pengangkutan dan statistik yvang telah diperbaiki dari
sistem klasifikasi yang didasarkan kepada Harmonized
System dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang
disebut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2
(1} Impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat
strategis dibebaskan dari pengenaan PPN,
(2) Pembebasan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan:

a. dengan menggunakan SKB PPN; atau

b. tanpa menggunakan SKB PPN.

(3) SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diberikan
atas:

a. Impor Mesin dan Peralatan pabrik yang diajukan
permohonan f{asilitas pembebasan Bea Masuk dan
mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk; atau

b. impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan
pabrik yvang tidak digjukan permohonan fasilitas
pembebasan Bea Masuk.

{4) SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
diberikan kepada:

a. PKP yang menghasilkan BKF atau Pemilik Proyek;
atau

b. Penyedia Pekerjaan EPC.

{5) SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
diberikan kepada:

a. PKP yang menghasilkan BKP atau Pemilik Proyek;
atau

b. Penyedia Pekerjaan EPC.

{6) Atas SKB PPN vang telah diterbitkan kepada PKP yang
menghasilkan BKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia

Pekerjaan EPC, Direktur Jenderal Pajak dapat

melakukan:

¢ /



a. penggantian, baik  berdasarkan  permohonan
maupun secara jabatan; dan/atau

b. pembatalan atau pencabutan SKB PPN secara
jabatan.

(7} Terhadap impor dan/atau perclehan Mesin dan Peralatan
pabrik yang telah memperoleh fasilitas pembebasan PPN
dengan menggunakan SKB PPN, namun atas:

a. SKB PPN tersebut dilakukan penggantian;
b.  SKB PPN tersebut dilakukan pembatalan;

O

SKB PPN tersebut dilakukan pencabutan; atau
Mesin dan Peralatan pabrik tersebut digunakan
tidak sesuai dengan tuwuan semula atau
dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian
maupun seluruhnya, dalam jangka waktu 4 (cmpat)
tahun sejak saat impor dan/atau perolehan,

PPN terutang menjadi wajib dibayar oleh PKP yang
menghasillkan BKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia
Pekerjaan EPC.

BABII
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAL ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGILS

Pasal 3
(1) BKP tertentu vang bersifat strategis yang atas impornya
dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. Mesin dan Peralatan pabrik yang merupakan satu
kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun
terlepas, yang digunakan secara langsung dalam
proses menghasilkan BKP oleh PKP vyang
menghasilkan BKP tersebut, termasuk yang atas
impornya dilakukan oleh pihak yang melakukan
pekerjaan konstruksi terinfegrasi, tidak termasuk

suku cadang;

A /
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b.  barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di
bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan
maupun budidaya, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah BKP Tertentu yang
Bersifat Strategis;
jangat dan kulit mentah vang tidak disamalk;

d. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur
dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan dari menteri vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian;

e. bibit dan/atau benih dari barang pertanian,
perkebunan,  kehutanan,  peternakan,  atau
perikanan;

f, pakan ternak tidak termasuk pakan hewan
kesayangan;

pakan ikan;

o

h. bahan pakan vuntuk pembuatan pakan ternak, dan
pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan
pelengkap pakan yang kriteria danfatau rincian
bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri
setelah mendapat pertimbangan dar menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian;

i. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak
butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan;
dan

i. liguified natural gas.

BKP tertentu yang bersifat strategis yang afas

penyverahannya dibebaskan dari pengenaan PPN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) meliputi:

a. Mesin dan Peralatan pabrik yang merupakan satu
kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun
terlepas, vang digunakan secara langsung dalam
proses menghasilkan BKP oleh PKP vang

menghasilkan BKP tersebut, termasuk yang atas

7{
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perolehannya dilakukan oleh pihak yang melakukan
pekerjaan konstruksi terintegrasi, tidak termasuk
suku cadang;
barang yang dihasilkan dari kegiatan wusaha di
bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan
maupun budidaya, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah BKP Tertentu vang
Bersifat Strategis;
jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;
ternak vang kriteria dan/atau rinclannya diatur
dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan dar menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian;
bibit dan/atau benith dari barang pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan, atau
perikanan;
pakan ternak tidak termasuk pakan hewan
kesayangan;
pakan ikan;
bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan
pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan
pelengkap pakan, vang kriteria dan/atau rincian
bahan peakan diatur dengan Peraturan Menteri
sctelah mendapat pertimbangan dari menteri yang
menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian;
bahan baku kerajinan perale dalam bentuk perak
butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan;
unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang
perolehannya  diblayai melalui  kredit atau
pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang
mementhi ketentuan sebagai berikut:
I.  luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m?
(dua puluh satu meter persegl) dan fidak

/

melebihi 36 m? {tiga puluh enam meter perseg
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2. pembangunannya mengacu kepada peraturan
menteri vang menyelenggarakan — urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat;

3. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki,
digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan
tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang rumah susun; dan

4. batasan terkait harga jual unit hunian Rumah
Susun Sederhana Milik dan penghasilan bagi
Orang Pribadi yang mempercleh unit hunian
Rumah Susun Sederhana Milik ditetapkan
dengan Peraturan Menteri tersendiri setelah
mendapat pertimbangan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di
bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat,

k. listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan
biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan
daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) Voltase
Amper; dan

L. liquified natural gas.

Pasal 4

(1} Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas
impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat
strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a dan Pasal 3 ayat {2) huruf a dilakukan
menggunakan SKB PPN.

(2) Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas
impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat
strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b sampai dengan huruf j, scrta Pasal 3 ayat (2}
huruf b sampai dengan huruf 1, dilakukan tanpa
menggunakan SKB PPN.

/ _ -/
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Pasal 5

(1) Kriteria Mesin dan Peralatan pabrik yang atas impor
dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan
PPN scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1) huruf
a dan Pasal 3 ayat (2) huraf a, harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a, Mesin dan Peralatan pabrik yang digunakan secara
langsung dalam proses menghasilkan BKP di bagian
produksi, dari mulai dilakukannya — proses
pengubahan bentuk atau sifat suatu barang sampai
dengan barang baru atau barang yang mempunyai
daya guna baru terwujud, tidak termasuk kegiatan
mempertahankan atau mengubah kualitas dan
kegiatan transmisi atau distribusi;

b. Mesin dan Peralatan pabrik dalam keadaan
terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku
cadang; dan

¢. Peralatan pabrik yang melekat pada Mesin.

(2) Suku cadang sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan komponen dart Mesin atau Peralatan yang
dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian
Mesin atau Peralatan yang mengalami kerusakan.

{3) Termasuk dalam kriteria Mesin dan Peralatan pabrik
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berupa unit
pembangkit listrik yang merupakan bagian terintegrasi
dari industri pengolahan yang sudah memiliki izin usaha
penyvediaan tenaga listrik atau izin pengoperasian yang
diberikan oleh menteri vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(4) Industri pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan
kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis,
kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang
jadi/setengah jadi, dan/atau barang yang kurang
nilainya menjadi barang vang lebih tinggi nilainya, dan
sifatnya lebih dekat kepada pemalkai akhir, termasuk jasa

industri/maklun dan pekerjaan perakitan.

L /



(2)

- 14 -

Pasal 6

Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf

a diberikan pembebasan dari pengenaan PPN dengan

menggunakan SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan Mesin dan Peralatan

pabrik tersebut:

a. diimpor secara langsung oleh:

1. PKP yang menghasilkan BKP; atau

2. Penyedia Pekerjaan EPC sebagai bagian dari
kontrak Pekerjaan EPC dengan Pemilik Proyek
vang menghasilkan BKP,

dan PKP atau Pemilik Proyvek tersebut telah

mengajukan permohonan dan mempercleh fasilitas

pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3) hurufl a;

b. diimpor dan/atau diperoleh secara langsung oleh:

1. PKP yang menghasilkan BKP; atau

2. Penyedia Pekerjaan EPC sebagai bagian dar
kontrak Pekerjaan EPC dengan Pemilik Proyek
vang menghasilkan BKP,

dan PKP atau Pemilik Proyek tersebul Hdak

mengajukan permohonan fasilitas permmbebasan Bea

Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3} huruf b.

Untuk memperocleh fasilitas pembebasan dari pengenaan

PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKP atau

Penyedia Pekerjaan EPC harus memiliki SKB PPN yang

dilampiri RKIP vang telah disetujui:

a. sebelum pemberitahuan pabean dalam rangka impor
barang diajukan dan/atau penyerahan dilakukan;
atau

b. sehelum penerimaan pembayaran oleh PKP penjual
dalam hal pembayaran mendahului penyerahan.

Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran oleh PKP

penjual yang terjadi scbelum penerbitan SKB PPN yang

dilampiri RKIP vang telah disetujui atas penyerahan BKP
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tertentu yang bersifat strategis, fasilitas dibebaskan dari
pengenaan PPN diberikan atas bagian PPN yang belum
terutang.

Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, harus
diserahkan oleh Penyedia Pekerjaan EPC kepada Pemilik
Proyek sesuai dengan Lketentuan dalam kontrak
Pekerjaan EPC, yang dibuktikan dengan berita acara
serah terima dari Penyedia Pekerjaan EPC kepada Pemilik
Proyek.

Dalam hal impor dan/atau perclehan Mesin dan
Peralatan pabrik dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan EPC
yang merupakan pihak vyang melakukan transaksi
dengan pihak penyedia di luar negeri atau PKP penjual,
pembebasan pengenaan PPN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dapat
diberikan  sepanjang dibuktikan dengan kontrak
pembelian atau dokumen vang disamakan dengan
kontrak pembelian antara Penyedia Pekerjaan EPC dan

pihak penyedia di luar negeri atau PKP penjual.

Pasal 7

Atas perolehan Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1} huruf b angka 2, Faktur
Pajak dibuat dengan mencantumkan Penyedia Pekerjaan
EPC sebagai pembell BKP.

Dalam hal Penyedia Pekerjaan EPC merupakan KSO,
perolehan Mesin dan Peralatan pabrik dilakukan oleh
anggota KSO atau KSO sesuai dengan ketentuan vang
diatur dalam kontrak Pekerjaan EPC.

Atas perolehan Mesin dan Peralatan pabrik scbagaimana
dimaksud pada ayat {2), Faktur Pajak harus dibuat
dengan mencantumkan anggota KSO yang melakukan

perolehan atau KSO sebagai pembeli BKP.

/
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Pasal &

Atas impoer Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1) huruf a angka 2 dan
huruf b angka 2, Penyedia Pekerjaan EPC merupakan
pemilik barang dalam pemberitahuan pabean dalam
rangka impor.
Dalam hal Penyedia Pekerjaan EPC merupakan KSO,
impor Mesin dan Peralatan pabrik dilakukan oleh
anggota KSO vang memiliki angka pengenal impor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepabeanan, vyang diatur dalam kontrak
Pekerjaan EPC.
Atas impor Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimmana
dimaksud pada ayat (2):
a. invoice harus dibuat atas nama anggota KSO yang
melakukan impor; dan
b. pemilik barang dalam pemberitahuan pabean dalam
rangka impor merupakan anggota KSO vyang

melakukan impor.

Pasal 9@

Penyedia Pekerjaan EPC melakukan penyerahan Mesin

dan Peralatan pabrik yang:

a. mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan
PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan
Pasal 8; dan

b. merupakan bagian dari kentrak Pekerjaan EPC,

kepada Pemilik Provek, sesual dengan kontrak Pekerjaan

EPC.

Atas penyerahan Mesin dan  Peralatan pabrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPN.

PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dihitung

menggunakan dasar pengenaan pajak scbesar nilai impor

dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik oleh

Penyedia Pekerjaan EPC.

Dalam hal terdapat margin dan nilai tambah lain yang

diperoleh atau ditambahkan cleh Penyedia Pekerjaan EPC



(3)

17 -

dalam fungsi pengadaan (procurement}, margin dan nilai
tambah lain tersebut diperhitungkan ke dalam tagihan

jasa.

Pasal 10

Untuk mempercleh SKB PPN atas impor Mesin dan

Peralatan pabrik yang juga diajukan permohonan fasilitas

pembebasan Bea Masuk scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat {1) huruf a angka 1, PKP harus terlebih

dahulu memiliki Masterlist.

Dalam hal PKP merupakan Pemilik Proyek yang

menunjuk Penyedia Pekerjaan EPC untuk melaksanakan

Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf a angka 2, Penyedia Pekerjaan EPC

mempercleh SKB PPN atas impor atau perclehan Mesin
dan Peralatan pabrik setelah Pemilik Provek:

a. memiliki Masterlist vyang diperlukan untuk
pengajuan permohonan SKB PPN bagi Pemilik
Proyek tersebut; dan

b. mengajukan dan memperoleh SKB PPN bagi Pemilik
Proyek tersebut.

Masterlist sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) buruf a diterbitkan berdasarkan permohonan fasilitas

pembebasan Bea Masuk atas impor Mesin dan Peralatan

pabrik yang disampaikan PKP atau Pemilik Proyek secara
elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman

Modal.

PKP atau Pemilik Proyek vang telah memperoleh

Masterlist dapat mengajukan permohonan SKB PPN

kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik

melalul SINSW, segera setelah Masterlist diterbitkan
melalui  sistem  informasi yang disediakan oleh

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman

Modal sebagaimana dimaksud pada ayat {3).

Permochonan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditindaklanjuti apabila PKP:
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a. telah menyampatkan surat pemberitahuan tahunan
Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak
terakhir dan surat pemberitahuan masa PPN untuk
3 (tiga) masa pajak terakhir, vang sudah menjadi
kewajibannya sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan;

b. tidak mempunyai utang pajak di kantor pelayanan
pajak tempat PKP dikulkuhkan maupun cabangnya
dikukuhkan, atau mempunyai utang pajak namun
atas Kkeseluruhan utang pajak tersebut telah
mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur
pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan; dan

¢. telah menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan
Perclehan yang sudah menjadi kewajibannya.

Permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) digjukan dengan melengkapi informasi dan mermilih

Mesin dan Peralatan pabrik vang diajukan permohonan

fasilitas pembebasan PPN dari Masterlist sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Dalam permechonan SKB PPN sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) atas impor dan/atau perolehan Mesin dan

Peralatan pabrik untuk pembangunan atan

pengembangan industri dalam rangka penanaman modal,

PKP atau Pemilik Proyek harus melengkapi informasi

dengan cara:

a. memasukkan informasi nomor izin usaha;

b. mengisi jenis barang, spesifikasi teknis dan Kode
HS, dan kuantitas barang; dan

c. mengunggah:

1. uraian ningkas proses produksi bahwa Mesin dan
Peralatan pabrik yang diimpoer dan/atau
diperoleh akan dipergunakan dalam unit
produksi untuk menghasilkan BKP;

2. kalkulasi kapasitas Mesin produksi yang

disesuaikan dengan jenis usaha;
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3. gambar teknis atau denah tata letak Mesin
pabrik di unit produksi;
4. data teknis atau brosur Mesin; dan
5. pernyataan bahwa Mesin dan Peralatan pabrik
vang diimpor atau diperoleh tidak akan
dipindahtangankan atau diubah peruntukannya
dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
Dalam hal impor dan/altau penyerahan Mesin dan
Peralatan pabrik dilakukan oleh PKP atau Penyedia
Pekerjaan EPC untuk industri pembangkitan tenaga
listrik untuk kepentingan umum, PKP atau Pemilik
Proyek harus menyampaikan tambahan informasi selain
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan
cara mengunggah:
a. izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
b. perjanjian jual beli tenaga listrik.
Dalam hal impor Mesin dan Peralatan pabrik dilakukan
oleh Penyedia Pekerjaan EPC sebagai bagian dari kontrak
Pekerjaan EPC dengan Pemilik Proyek sebagaimana
dimaksud pada ayat {2), Pemilik Proyek menyampaikan
informasi nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Penyedia
Pekerjaan EPC.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8},
dan ayat (9) harus telah disampaikan pada saat
pengajuan permohonan pembebasan fasilitas dibebaskan
Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat {3).
Daftar Mesin dan Peralatan pabriltk yang dipilith untuk
diajukan permochonan fasilitas pembebasan PPN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan RKIP
yvang menjadi satu kesatuan dengan permohonan SKB

PPN sebagaimana dimaksud pada ayat {4}.

Pasal 11
Berdasarkan permohonan SKB PPN vang dilengkapi RKIP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11),

Dircktorat Jenderal Pajak secara otomatis melalul SINSW
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menerbitkan SKB PPN beserta RKIP yang telah disetujui

bagi:

a. PKP yang menghasilkan BKP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat {1) huruf a angka 1; atau

b.  Pemilik Proyek yang herkontrak dengan Penyedia
Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf a angka 2,

scgera  setelah permohonan memenuhi  ketentuan

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat {5), ayat {7),

ayat {8) dan ayat (9).

SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

sampai dengan batas waktu berlakunya Masterlist.

PKP atau Pemilik Proyek sebagai pihak yang memiliki

SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

membuat Laporan Realisasi Impor dan Perolehan.

Dalam hal terjadi perubahan lokasi proyek, SKB PPN

schagaimana dimaksud pada ayat (1} dinyatakan tidak

berlaku dan PKP atau Pemilik Proyek sebagai pihak yvang
memiliki SKB PPN harus mengajukan permohonan SKB

PPN kembali di lokasi proyek vang baru.

Ketentuan untuk mengajukan SKB PPN kembali di lokasi

proyek yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak berlaku dalam hal PKP atau Pemilik Proyek:

a. telah dikukuhkan di kantor pelayanan pajak yang
wilayah kerjanya meliputi lokasi proyek yang baru;
dan

b. lokasi proyek yang baru merupakan tempat tinggal,
tempat kedudukan, dan/atau fempat Kkeglatan
usaha yang telah ditetapkan sebagai fempat PPN
terutang atau tempat PPN terutang yang dipusatkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal Mesin dan Peralatan pabrik yang telah diimpor

atau diperoleh oleh Penyedia Pekerjman EPC belum

diserahkan kepada Pemilik Proyek dan masa berlaku SKB

PPN secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah

berakhir, Pemilik Proyek harus mengajukan permohonan
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SKB PPN tanpa didahului dengan pengajuan permohonan
fasilitas pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1.

Ketentuan mengenai contoh format SKB PPN bagi PKP
atau Pemilik Proyek vang juga mengajukan permohonan
fasilitas pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 12

Setelah Pemilik  Proyek  memperoleh SKB PPN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1} huruf b,

Penyedia Pekerjzan EPC selanjutnya dapat mengajukan

permohonan SKB PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak

secara elektronik melalui SINSW dengan:

a. memasukkan informasi nomor SKB PPN dan RKIP
yang telah disetujui dari Pemilik Proyek sebagaimana
dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b; dan

b. mengunggah kontrak Pekerjaan EPC dengan Pemilik
Proyek dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
dengan tulisan Latin.

Penyedia Pekerjaan EPC mengunduh RKIP Pemilik Proyek

scbagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a dan

melengkapi dengan informast:

a. nama kantor pabean dan nama pelabuhan
kedatangan untuk impor Mesin dan Peralatan pabrik;
atau

b, nama PXP penjual untuk perolehan Mesin dan
Peralatan pabrik.

Unduhan RKIP Pemilik Proyek vang sudah ditambahkan

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi

RKIP vyang merupakan satu kesatuan dengan

permohonan SKB PPN dari Penyedia Pekerjaan EPC.

Berdasarkan permchonan SKB PPN vang dilengkapi RKIP

sebagaimana dimaksud pada ayat {3), Direktur Jenderatl

/
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Pajak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan

secara elektronik melatui SINSW menerbitkan:

a. SKB PPN bagi Penyedia Pekerjaan EPC beserta RKIP
yvang telah disetujui, dalam hal permohonan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dan ayat (2), atau

b. pemberitahuan penolakan, dalam hal permohonan
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau ayat {2},

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB

PPN disampaikan secara lengkap.

SKB PPN bagi Penyedia Pekerjaan EPC sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku terhitung scjak

tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal berakhirmya

SKB PPN bagi Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.

Penyedia Pekerjaan EPC yang memperoleh SKB PPN

sebagaimana dimaksud pada ayat {4) huruf a harus

membuat:

a. Laporan Realisasi Impor dan Perolehan; dan

k. laporan realisasi penyerahan Mesin dan Peralatan

pabrik kepada Pemilik Provek.

Penyedia Pekerjaan EPC harus melakukan penyerahan

Mesin dan Peralatan pabrik kepada Pemilik Proyek sesuai

dengan kontrak Pekerjaan EPC.

Penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (7} merupakan penyerahan BKP

vang dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal terjadi perubahan lokasi proyck sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), SKB PPN bagi

Penyedia Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a dinyatakan tidak berlaku, dan Penyedia

Pekerjaan EPC harus mengajukan permchonan SKB PPN

kembali di lokasi proyek yang baru setelah Pemilik

Proyek memiliki SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam

/

Pasal 11 ayat (1} huruf a di lokasi proyek yang baru.
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(10) Ketentuan mengenai contoh format SKB PPN
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

{1) Untuk memperoleh SKB PPN atas impor dan/atau
perclehan Mesin dan Peralatan pabrik vang tidak
diajukan permohonan fasilitas pembebasan Bea Masuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1} huruf b,
PKP atau Pemilik Proyek harus mengajukan permohonan
SKB PPN vang dilampiri dengan RKIP kepada Direktorat
Jenderal Pajak secara elektronik melaha SINSW.

(2} Dalam hal impor dan/atau perolehan Mesin dan
Peralatan pabrik dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan EPC
sebagai bagian dari kontrak Pekerjaan EPC dengan
Pemilik Provek, Pemilik Proyek menyampaikan informasi
berupa nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Penyedia
Pekerjaan EPC pada saat mengajukan permchonan SKB
PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) RKIP schagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
informasi mengenai jumlah dan jenis Mesin dan
Peralatan pabrik yang akan diimpor dan/atau diperolch.

(4} Dalam permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PKP atau Pemilik Proyek menyampaikan
informasi dengan cara:

a. memasukkan informasi nomor izin usaha;

b. mengisi jenis barang, spesifikasi teknis dan Kode HS,
dan kuantitas di permohonan RKIP; dan

c. mengunggah:

1. wuraian ringkas proscs produksi bahwa Mesin dan
Peralatan pabrik yang diimpor/diperoleh akan
dipergunakan dalam unit produksi untuk
menghasilkan BKP;

2. kalkulasi kapasitas Mesin produksi  yang

digsesuaikan dengan jenis usaha;

¢ /
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3. gambar teknis atau denah tata letak Mesin pabrik
di unit produksi,

4, data tcknis atau brosur Mesin; dan
pernyataan bahwa Mesin dan Peralatan pabrik
yang diimpor atau diperoleh tidak akan
dipindahtangankan atau diubah peruntukannya
dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5) Dalam hal impor danjatau penyerahan Mesin dan
Peralatan pabrik dilakukan oleh PKP atau Penyedia
Pekerjaan EPC untuk industri pembangkitan tenaga
listrik untuk kepentingan umum, PKP atau Pemilik
Proyek harus menyampaikan tambahan informasi selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara
mengunggah:

a. 1zin usaha penyediaan tenaga lisirik; dan
b. perjanjian jual beli tenaga listrik.

(6} Berdasarkan permchonan SKB PPN  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak
melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan secara
elektronik melalui SINSW menerbitkan:

a. SKB PPN dan RKIP yang telah disetujui bagi:
1. PKP vang menghasilkan BKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & ayat (1) huruf b angka
1; atau
2. Pemilik Proyek yang berkontrak dengan Penyedia
Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2,
dalam hal permchonan memenuhi ketentuan
sehagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5); atau
b. pemberitahuan penolakan, dalam bal permohonan
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), ayat (3), ayat (4}, dan ayat (5},
paling lama 5 (lima} hari kerja setelah permohonan SKB
PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

secara Jengkap.

£ /
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{7) SKB PPN bagi PKP yang menghasilkan BKP sebagaimana
dimaksud pada ayat {6} huruf a angka 1 berlaku 1 (satu)
tahun takwin, yaitu untuk periode:

a. sejak 1 Januarl sampai dengan 31 Desember selama
1 (satu) tahun takwim dilakukan impor dan/atau
perolehan, dalam  hal  permohonan  untuk
mempercleh SKB PPN diajukan sebelum tahun
takwim dimaksud; atau

b. sejak tanggal penerbitan SKB PPN sampai dengan
31 Desember tahun penerbitan SKB PPN, dalam hal
permohonan untuk memperolehh SKB PPN diajukan
dalam tahun takwim dimaksud.

(8) SKB PPN bagi Pemilik Proyek yang berkontrak dengan
Penyedia Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud pada
ayat {6) huruf a angka 2 berlaku 2 (dua) tahun takwim,
yaitu untuk periode:

a. segjak 1 Januari sampai dengan 31 Desember selama
2 (dua) tahun takwim dilakukan impor dan/atau
perolehan, dalam  hal  permohonan  untuk
memperoleh SKB PPN diajukan sebelum tahun
takwim dimaksud; atau

b. sejak tanggal penerbitan SKB PPN sampai dengan
31 Desember tahun kedua penerbitan SKB PPN,
dalam hal permohonan uniuk memperoleh SKB PPN
diajukan dalam tahun takwim dimalsud.

(9} PKP atau Pemilik Proyek sebagai pihak yang memiliki
SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (6} huruf a
harus membuat Laporan Realisasi Impor dan Perolehan.

{10} Dalam hal terjadi perubahan lokasi proyek, SKB PPN
sebagaimana dimaksud pada ayat {6) huruf a dinyatakan
tidak berlaku, dan PKP atau Pemilik Proyek sebagai pihak
yvang memiliki SKB PPN harus mengajukan permohonan
SKB PPN kembali di lokasi provek yang baru.

{i1) Ketentuan untuk mengajukan SKB PPN kembali di lokasi
proyvek yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

tidak berlaku apabila PKP atau Pemilik Proyek:

# f
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a. telah dikukuhkan di kantor pelayanan pajak vang
wilayah kerjanya meliputi lokasi proyek yang baru;
dan

b. lokasi proyek yang baru merupakan tempat tinggal,
tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan
usaha yang telah ditetapkan sebagai tempat PPN
terutang atau tempat PPN terutang yang dipusatkan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

(12) Ketentuan mengenai contoh format SKB PPN bagi PKP
atau Pemilik Proyek yang tidak mengajukan permohonan
fasilitas pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran { yvang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 14

(1} Setelah  Pemilik Proyek mempercleh SKB PPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {6) huruf a
angka 2, Penyedia Pekerjaan EPC dapat mengajukan
permohonan SKB PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak
secara elektronik melaluil SINSW dengan:

a. memasukkan informasi nomor SKB PPN dan RKIP
yang telah disetujui dari Pemilik Proyek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat {6) hurui a angka 2;
dan

b. mengunggah kontrak Pekerjaan EPC dengan Pemilik
Proyek dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
dengan tulisan Latin.

(2} Penyedia Pekerjaan EPC mengunduh RKIP Pemilik Proyek
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a dan
melengkapi dengan informasi:

a. nama kantor pabean dan nama pelabuhan
kedatangan, untuk impor Mesin dan Peralatan
pabrik; atau

b. nama PKP penjual, untuk perolehan Mesin dan

Peralatan pabrik. /
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Unduhan RKIP Pemilik Proyek yvang sudah ditambahkan

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) menjadi

RKIP  yang merupakan satu kesatuan dengan

permohonan SKB PPN dari Penyedia Pekerjaan EPC.

Berdasarkan permohonan SKB PPN yang dilengkapi RKIP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, Direktur Jenderal

Pajak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan

secara elektronik melalui SINSW menerbitkan:

a. SKB PPN bagi Penyedia Pekerjaan EPC beserta RKIP
vang telah disetujui, dalam hal permohonan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2}; atau

b. pemberitahuan penolakan, dalam hal permohonan
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksad
pada ayat (1) dan ayat {2),

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB

PPN disampaikan secara lengkap.

SKB PPN bagi Penyedia Pekerjaan EPC sebagaimana

dimaksuid pada ayat (4) huruf a berlaku terhitung sejak

tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal berakhirnya

SKB PPN bagi Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a angka 2.

Penvedia Pekerjaan EPC vyang memperoleh SKB PPN

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus

membuat:

a. Laporan Realisasi Impor dan Perolehan; dan

b. laporan realisasi penyerahan Mesin dan Peralatan
kepada Pemilik Proyek.

Penyedia Pekerjaan EPC harus melakukan penyerahan

Mesin dan Peralatan pabrik kepada Pemilik Proyek sesuai

dengan kontrak Pekerjaan EPC.

Penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) merupakan penyerahan Barang

Kena Pajak yang dikenai PPN sesuail dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal terjadi perubahan lokasi proyek sebagaimane

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (10), SKB PPN

/
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sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dinyatakan
tidak berlaku, dan Penyedia Pekerjaan EPC harus
mengajukan permohonan SKB PPN kembali di lokasi
proyek yvang baru sctelah Pemilik Proyek memiliki SKB
PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6)
huruf a angka 2 di lokasi proyek yang baru.

Pasal 15

Atas impor Mesin dan Peralatan pabrik, PKP vang
melakukan impor menyatakan dalam RKIP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11), Pasal 12 ayat (2],
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat {2) yang disampaikan
secara clektronik bahwa Mesin dan Peralatan pabrik
diimpor secara utuh atau dalam keadaan terlepas.
Dalam hal Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} diimpor atau diperoleh secara
utuh, jenis barang dalam RKIP diisi dengan informasi
berupa jenis Mesin dan Peralatan pabrik.
Dalam hal Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diimpor atau diperoleh dalam
keadaan terlepas, jenis barang dalam RKIP diist dengan
informasi berupa:
a. nama Mesin dan Peralatan pabrik; dan
b. jenis barang komponen dan Kode HS kKomponen

Mesin dan Peralatan pabrik,
Dalam hal Mesin dan Peralatan pabrik diimpor dalam
keadaan terlepas tanpa disertai jenis barang komponen
dari Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud
pada ayat {3}, SKB PPN tidak dapat digunakan untuk
memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
Atas itmpor Mesin dan Peralatan pabrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tetap terutang PPN dan harus
dilakukan pemungutan PPN.
Ketentuan mengenai contoh format RKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

/.

Menteri ini.
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Pasal 16

(1)  PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC dapat
men.gajukan permohonan perubahan RKIP kepada
Direktur Jenderal Pajak melalui SINSW.

(2) PKP atau Pemilik Proyek yang mendapatkan fasilitas
dibebaskan dari pengenaan PPN dengan SKB PPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a
dapat mengajukan permchonan perubahan RKIP dalam
hal terdapat perubahan berupa penambahan pada:

jenis Mesin dan Peralatan pabrik;

a
b. jumlah Mesin dan Peralatan pabrik;

o

pelabuhan kedatangan, dalam hal impor;

e

PKP yvang menyerahkan Mesin dan Peralatan pabrik,

dalam hal penyerahan, dan/atau
e. rincian jenis barang komponen Mesin dan Peralatan

pabrik, apabila semula diajukan pengiriman
dilakukan secara utuh,
vang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk melalui
Kementerian Investasi/Badan Koeordinasi Penanaman
Modal.

(3) PKP atau Pemilik Proyek vang mendapatkan fasilitas
dibebaskan dari pengenaan PPN dengan SKB PPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {6) huruf a
dapat mengajukan permohonan perubahan RKIP, dalam
hal terdapat perubahan berupa penambahan pada:

a. jenis Mesin dan Peralatan pabrik;

b. jumlah Mesin dan Peralatan pabrik;

c. pelabuhan kedatangan, dalam hal impor;

d. PKP vang menyerahkan Mesin dan Peralatan pabrik,
dalam hal penyerahan; dan/atau

e. rincian jenis barang komponen Mesin dan Peralatan
pabrik, apabila semula diajukan pengiriman
dilakukan secara utuh.

(4) Penyedia Pekerjaan EPC mengajukan permohonan
perubahan RKIP atas:

a. SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(4) huruf a, setelah disetujuinya permohonan

{ /
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perubahan RKIP SKB PPN yang diajukan oleh PKP
atau Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud pada
ayat [2); atau
b. SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
{4} huruf a, setelah disetuyjuinya permohonan
perubahan RKIP SKB PPN vang diajukan oleh PKP
atau Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
Dzalam pengajuan permohonan  perubahan  RKIP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf
b, PKP atau Pemilik Proyek harus mengunggah dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(4 dan ayat (5) melalui SINSW.
Berdasarkan permohonan perubahan RKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat {4}, Direktur
Jenderal Pajak secara otomatis memberikan persetujuan
RKIP secara elektronik melalui SINSW.
Ketentuan mengenai contoh format perubahan RKIP
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tercantum dalam
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

PKP, Pemilik Proyek, dan Penyedia Pekerjaan EPC yang
mendapatkan fasilitas SKB PPN harus menyampaikan
Laporan Realisasi Impor dan Perolehan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (6} huruf
a, Pasal 13 ayat {9), dan Pasal 14 ayat {6) huruf a setiap
tahun, paling lama akhir bulan Januari setelah tahun
takwim vang bersangkutan.

Atas RKIFP yang merupakan lampiran dari SKB PPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat {11}, Pasal
12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (3},
pemanfaatan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN
dilakukan dengan:

a. untuk impor Mesin dan Peralatan pabrik:

/
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1. PKP membuat proforma Pemberitahuan Impor
Barang setiap akan melakukan impor Mesin dan
Peralatann pabrik, secara elektronik melalui
SINSW; dan

2. realisasi Pemberitahuan Impor Barang akan
mengurangi kuota impor Mesin dan Peralatan
pabrik yang mendapat fasilitas pembebasan dari
pengenaan PPN dalam RKIP;

b. untuk perolehan Mesin dan Peralatan pabrik:

1. PKP menambahkan nomor Faktur Pajak pada
kolom rincian Mesin dan Peralatan atau
kompoenen Mesin dan Peralatan; dan

2. realisasi perolehan sebagaimana dimaksud pada
angka 1, akan mengurangi kuota perclehan
Mesin dan Peralatan pabrik yang mendapat
fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.

(3) Realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan realisasi perolehan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) huruf b merupakan dasar penyusunan
Laporan Realisasi Impor dan Perclehan oleh PKP.

(4) PKP melengkapi data realisasi impor dan perolehan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengunggah
realisasi impor dan perolehan tersebut melalui SINSW.

(5) Unggahan sebagaimana dimaksud pada ayat {4)
merupakan Laporan Realisasi Impor dan Perolehan
Mesin dan Peralatan pabrik sehagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(6) Atas Laporan Realisasi Impor dan Perolehan Mesin dan
Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diherikan tanda terima secara elektronik.

{7) Penyedia Pekerjaan EPC harus membuat laporan realisasi
penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik kepada Pemilik
Proyek schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6)
huruf b dan Pasal 14 ayat {6) huruf b setiap tahun, paling

lama akhir bulan Januari setelah tahun takwim yang

/

hersangkutan.

(8) Ketentuan mengenai contoh format:



(2)

3)

(4)

S 0

a. Laporan Realisasi lmpor dan Perolehan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1); dan

b. laporan realisasi penyerahan Mesin dan Peralatan
pabrik kepada Pemilik Provek sebagaimana dimaksud
pada ayat (7),

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18
Pembebasan dari pengenaan PPN atas penyerahan
Rumah Susun Sederhana Milik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j diberikan kepada Orang
Pribadi.
Untuk mendapatkan pembehasan dari pengenaan PPN
atas penyerashan Rumah Susun Sederhana Milik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Pribadi
harus menyampaikan pernyataan kepada PKP yang
melakukan penverahan Rumah Susun Sederhana Milik
schelum:
a. dilakukannya penyerahan; atau
b. saat pembayaran uang' muka.
Rumah Susun Sederhana Milik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus sudah memiliki kode identifikasi
rumah dalam sistem aplikasi informasi pengembang
perumahan yang disediakan oleh kementerian yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di  bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) terdiri
atas:
a. pernyataan bermeterai dart:

1. pemberi kerja mengenai besarnya penghasilan
yang diterima setiap bulan, dalam hal pembeli
merupakan karyawan;

2. pembeli mengenai besarnya penghasilan yang
diterima setiap bulan, dalam hal pembel

merupakan Orang Pribadi yang melakukan

/

kegiatan usaha atau pekeriaan bebas; atau
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3. pemberi kerja mengenal besarnya penghasilan
yang diterima setiap bulan dan dari pembeli
mengenai besarnya penghasilan yang diterima
setiap bulan, dalam hal Orang Pribadi
merupakan karvawan dan juga melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

b. pemyataan bermeterai dari pembeli bahwa Rumah
Susun Sederhana Milik merupakan unit hunian
pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai
tempat tinggal dan tidak akan dipindahtangankan
dalam jangka waktu 4 {(empat) tahun; dan

c. fotokopi bukti penvampaian surat pemberitahuan
tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tabun pajak
terakhir yang menjadi kewajibannya bagl Orang
Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Unit hunian pertama yang dimiliki sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) huruf b merupalkan unit hanian

pertama vang dimiliki oleh Orang Pribadi:

a. sebagai kepala keluarga, vang dibuktikan demgan
kedudukan dalam kartu keluarga;

b. vang merupakan anggota keluarga yang sudah
melakukan kewajiban perpajakannya dengan Nomor
Pokck Wajib Pajak tersendiri; atau

c. vang belum atau tidak berkeluarga, dan sudah tidak
menjadi  tanggungan  kepala  keluarga, yang
dibuktikan dengan umur di atas 18 (delapan belas)
tahun  atau sudah  melakakan — kewajiban
perpajakannya dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
tersendiri.

Ketentuan mengenai contoh f{ormat surat pernyataan

bermeterai:

a. pemberi kerja mengenat besarnya penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat {4) huruf a angka
1;

b, pembeli mengenai besarnya penghasilan yang

diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud pada

/

ayat (4) huruf a angka 2;
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c. pemberi kerja mengenai besarnya penghasilan yang
diterima setiap bulan dan dari pembeli mengenai
besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan,
dalam hal Orang Pribadi merupakan karyawan dan
juga melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf a
angka 3; dan

d. dari pembeli bahwa Rumah Susun Sederhana Milik
merupakan unit hunian pertama vang dimiliki,
digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak
akan dipindahtangankan dalam jangka walktu 4
[empat) tahun,

tercantum dalam Lampiran [I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menter: ini.

Pasal 19

(1) PKP yang melakukan impor Mesin dan Peralatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
harus mencantumkan informasi nomor SKB PPN yang
menjadi dasar pemberian fasilitas dibebaskan dari
pengenaan PPN dalam pemberitahuan pabean dalam
rangka impor barang.

(2) PKP wyang melakukan penyerahan BKP tertentu yang
bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurufl a,
wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dibuat:

a. atas penyerahan yang sesual dengan ketentuan
diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN;

b. dengan mencantumkan keterangan “PPN
DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 48
TAHUN 2020”.

(4) Dalam hal keterangan ‘PPN DIBEBASKAN SESUAI PP
NOMOR 81 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DPIUBAH

{ /
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DENGAN PP 48 TAHUN 2020” belum tersedia dalam

aplikasi pembuatan Faktur Pajak, PKP dapat melakukan

pembaharuan atas keterangan yvang dapat dicantumkan

di Faktur Pajak melalui aplikasi dimaksud.

(5} Terhadap Faktur Pajak yang dibuat atas penyerahan
Rumah Susun Sederhana Milik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Faktur Pajak diisi dengan lengkap dan benar,
termasuk:

1. identitas pembeli berupa nama pembeli;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk
kependudukan pembeli; dan

3. kode identifikasi rumah dalam sistem aplikasi
informasi pengembang perumahan milik
kementerian  yvang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat, vang diisi dalam referensi.

b. Faktur Pajak dilaporkan dalam surat pemberitahuan
masa PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan
Rumah Susun Sederhana Milik; dan

c. tidak berlaku ketentuan pembuatan Faktur Pajak bagi
PKP pedagang eceran atas penyerahan tersebut.

(6) Dalam hal Faktur Pajak atau dokumen vang
dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2),
ayat (3) dan ayat (4), atas impor dan/atau penyerahan
BKP tertentu yvang bersifat strategis diperlakukan sebagai
impor dan/atau penyerahan yang tidak memperoleh
fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.

{7) Ketentuan mengenai contoh transaksi dan pembuatan
Fakfur Pajak bagi Penyedia Pekerjaan EPC pada saat
penyerahan kepada Pemilik Proyek atas Mesin dan
Peralatan pabrik yang memperoleh fasilitas pembebasan
PPN dan jasa vyang tidak mendapatkan fasilitas
pembebasan PPN, tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menter:i irmni.

t /
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BAB II{

TATA CARA PENGGANTIAN, PEMBATALAN, DAN
PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI SERTA PEMBAYARAN KEMBALI,
PENGKREDITAN, DAN PENGENAAN SANKSI

Pasal 20

Kepala kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan

atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan

SKB PPN Pengganti dalam hal terdapat kesalahan

penerbitan SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat {1), Pasal 12 ayat (4) huruf a, Pasal 13 ayat (6)

huruf a, dan Pasal 14 ayat (4) huruf a.

Penerbitan SKB PPN Pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara jabatan atau berdasarkan

permohonan PKP yang disampaikan kepada Direktur

Jenderal Pajalt melalui SINSW.

Kesalahan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1), meliputi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau

kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur

Jenderal Pajak melakukan penelitian dan memberikan

keputusan berupa penerbitan:

a. SKB PPN Pengganti, dalam hal permohonan
disetujui  atau dilakukan penggantian secara
iabatan; atau

b. pemberitahuan penolakan, dengan menyebutkan
alasan, dalam hal permochonan tidak disetujui,

paling lama 5 ({lima) hari kerja setelah permohonan

diterima lengkap melalui SINSW.

SKB PPN Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku terhitung sejak tanggal mulai berlakunya SKB

PPN vang dilakukan penggantian.

Ketentuan mengenai contoh format SKB PPN Pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum ,
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dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Dalam hal dipercleh data dan/atau informasi yang

menunjukkan bahwa PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia

Pekerjaan EPC tidak berhak mendapatkan fasilitas

dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat {1), Pasal 12 ayat (4) huruf a, Pasal

13 ayat (6) huruf a, dan Pasal 14 ayat (4) huruf a, kepala

kantor pelayanan pajak tempat PKP, Pemilik Proyvek, atau

Penyedia Pekerjaan EPC dikukuhkan atas nama Direktur

Jenderal Pajak membatalkan pemberian fasilitas

pembebasan dari pengenaan PPN dengan menerbitkan

surat keterangan pembatalan SKB PPN disertai alasan
tertulis pembatalan SKB PPN.

Dalam hal dipercleh data dan/atau informasi yang

menunjukkan bahwa Mesin dan Peralatan pabrik tidak

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5, baik sebagian maupun seluruhnya, kepala kantor

pelayanan pajak tempat PKP, Pemilik Proyek, atau

Penyedia Pekerjaan EPC dikukuhkan atas nama Direktur

Jenderal Pajak:

a. mengimbau PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia
Pekerjaan EPC untuk membayar PPN terutang atas
impor dan/atau perclehan Mesin dan Peralatan
pabrik vang tidak memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, dalam hal tidak seluruh
Mesin dan Peralatan pabrik yang tidak memenuh:
kriteria; atan

b. membatalkan pemberian {asilitas dibebaskan dari
pengenaan PPN dengan  menerbitkan  surat
keterangan pembatalan SKB PPN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1}, Pasal 12 ayat (4)
huruf a, Pasal 13 ayat {6) huruf a, dan Pasal 14 ayat
(4} huruf a dengan disertai alasan tertulis pembatalan

SKEB PPN dalam hal seluruh Mesin dan Peralatan
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pabrik tidak memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5.
Atas pembatalan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat {2} huruf b, PKP, Pemilik Proyek, atau
Penyedia Pekerjaan EPC wajib membayar PPN yang
dibebaskan dengan menggunakan surat setoran pajak
atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan
surat sectoran pajak berupa bukti penerimaan negara
paling lama 1 (satu) bulan sejak surat keterangan
pembatalan SKB PPN diterbitkan.
Atas imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf
a, PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC
wajilb  membayar PPN vang dibebaskan dengan
menggunakan surat setoran pajak atau sarana
administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran
pajak berupa buktli penerimaan negara paling lama 1
(satu) bulan sejak dikirimkannya imbauan.
Dalam hal PKP, Pemilik Provek, atau Penyedia Pekerjaan
EPC tidak melakukan pembayaran PPN vang seharusnya
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4), kantor pelayanan pajak tempat PKP, Pemilik Proyek,
atau Penyedia Pekerjaan EPC dikukuhkan mengusulkan
dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] dan ayat (4), dapat dikreditkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
Ketentuan mengenal contoh format surat keterangan
pembatalan SKB PPN sebagaimanaj dimaksud pada ayat
(1) dan ayat {2} huruf b tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 22
Dalam hal dilakukan pencabutan pengukuhan PKP
terhadap PKP, Pemilik Proyek, atau Penf,?edia Pekerjaan
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EPC dalam periode masa berlakunya SKB PPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal
12 ayat (5), Pasal 13 ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 14
ayat (5), kepala kantor pelayanan pajak tempat PKP
dikukuhkan atas mnama Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan surat keterangan pencabutan SKB PPN
vang berlaku terhitung sejak tanggal pencabutan
pengukuhan PKP.

Sisa kuota vang belum direalisasikan dari SKB PPN
yang telah dilakukan pencabutan secbagaimana
dimaksud pada ayat (1} tidak dapat digunakan untuk
memperoleh fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.
PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC wajib
membayar PPN terutang vyang telah diberikan
pembebasan PPN setelah penerbitan surat keterangan
pencabutan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat
{1).

Dalam hal pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena tempat
terutang PPN tersebut telah dipusatkan berdasarkan
Keputusan  Direktur Jenderal Pajak mengenar
pemusatan tempat PPN terutang, kepala kantor
pelayanan pajak tempat pemusatan PKP, Pemilik
Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC menerbitkan SKB

PPN baiu secara jabatan atas sisa kuota.

Pasal 23

PPN terutang atas impor dan/atau perolehan Mesin dan
Peralatan pabrik vang telah mendapat fasilitas
dibebaskan dari pengenaan PPN dengan menggunakan
SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1), Pasal 12 ayat (4) huruf a, Pasal 13 ayat {6} huruf a,
dan Pasal 14 ayat {(4) huraf a wajib dibayar, apabila
dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak
saat impor dan/atau perclehan Mesin dan Peralatan
pabrik tersebut:

a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau
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b. dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian
atau seluruhnya.
Dikecualikan dari kewajiban membayar kembali PPN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal
Mesin dan Peralatan pabrik tersebut dipindahtangankan
oleh PKP pusat ke PKP cabang atau sebaliknya
dan/atau antar PKP cabang dari Wajib Pajak sepanjang
digunakan sesual dengan tujuan semula.
PPN vang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terutang pada saat impor dan/atau penyerahan
vaitu pada saat Faktur Pajak atau dekumen vyang
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
dibuat.
Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilakukan oleh PKP yang menghasilkan BKP atau
Pemilik Proyek vang melakukan impor dan/atau
perolehan Mesin dan Peralatan pabrik dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Mesin
dan Peralatan pabrik digunakan tidak sesuail dengan
tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak
lain sebagian atau seluruhnya.
PPN terutang scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat
setoran pajak atau sarana administrasi lain yang
disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti
penerimaan negara.
Atas keterlambatan pembayaran sebagaimana dimalksud
pada ayat {4) dikenai sanksi administrasi berupa bunga
terhitung sejak saat terutang hingga dilakukannya
pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada
ayat {5) tidak dapat dikreditkan.
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Pasal 24

PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pckerjaan EPC wajib

membayar PPN terutang yvang tidak atau kurang dibayar,

dalam hal:

da.

PKP, Pemilik Proyek, atau Penyedia Pekerjaan EPC
melakukan impor dan/atau perolehan Mesin dan
Peralatan pabrik, vyang menggunakan fasilitas
dibebaskan dari pengenaan PPN sebelum memiliki
SKB PPN;

PKP melakukan impor danj/atau perclehan Mesin
dan Peralatan pabrik vang menggunakan fasilitas
dibebaskan dari pengenaan PPN, melebihi jumlah
Mesin dan Peralatan pabrik yvang disetujui dalam
SKB PPN atau jumlah vang disetujui dalam RKIP
atau RKIP perubahai;

Penyedia Pekerjaan EPC menyerahkan Mesin dan
Peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh
dengan -menggunakan SKB PPN bagi Penyedia
Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (4) huruf a kepada pihak selain Pemilik
Proyek vang memiliki SKB PPN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;

Penyedia Pekerjaan EPC menyerahkan Mesin dan
Peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh
dengan menggunakan SKB PPN bagi Penyedia
Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 avat (4) huruf a kepada pihak selain Pemilik
Proyek yang mempunyal SKB PPN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6} huruf a angka 2;
terdapat kekeliruan penerapan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan dan
telah diterbitkan SKB PPN Pengganti;

diperoleh data dan/atau informasi yang
menunjukkan bahwa Mesin dan Peralatan pabrik
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 dan telah diterbitkan surat
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keterangan pembatalan SKB PPN  atau surat
imbauan; dan/atau
g. terjadi penggunaan fasilitas pembebasan dari
pengenaan PPN setelah pencabutan pengukuhan
PKP dalam periode masa berlakunya SKB PPN,
sehingga sisa kuota yang belum direalisasikan dari
SKB PPN yang telah dicabut tidak dapat
dimanfaatkan dan  telah  diterbitkan  surat
keterangan pencabutan SKB PPN yang berlaku sejak
tanggal pencabutan pengukuhan PKP.
PPN schagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, huruf
b, huruf e, huruf {, dan huruf g terutang pada saat
dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ dan
huruf d terutang pada saat Mesin dan Peralatan pabrik
yang diserahkan kepada pihak selain Pemilik Proyek
diimpor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayvat {2)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak saat Mesin dan Peralatan pabrik diimpor
atau saat terntang sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat {(3)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak saat Mesin dan Peralatan pabrik
diserahkan kepada pihak selain Pemilik Proyek diimpor
atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) disctorkan ke kas negara dengan menggunalkan
surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang
disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukl
penerimaan negara sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

/
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PPN vang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (4} dapat dikreditkan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pengkreditan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan pada Masa Pajak dilakukannya pembayaran.

Pasal 25
PPN terutang atas perolehan Rumah Susun Sederhana
Milik wvang telah dibebaskan dari pengenaan PPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib dibayar
apabila dipercleh data dan/atau informasi vang
menunjukkan bahwa Orang Pribadi tidak berhak
memperoleh fasilitas dibebaskan dart pengenaan PPN
atas penyeraban Rumah Susun Sederhana Milik
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurufj.
Kepala kantor pelayanan pajak tempat Orang Pribadi
diadministrasikan dalam hal Orang Pribadi memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak atau kantor pelayanan pajak
vang wilayah kerjanya meliputi domisili Orang Pribadi
vang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas nama
Direktur Jenderal Pajak mengimbau Orang Pribadi untuk
membayar PPN terutang atas perolehan Rumah Susun
Sederhana Milik yang tidak berhak memperoleh fasilitas
dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18.
Saat terutangnya PPN vang wajib dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} yaitu pada saat penyerahan
Rumah Susun Sederhana Milik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) hurul ;.
Pembayaran atas PPN terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Orang Pribadi
meskipun tidak dilakukan imbauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Pembayarann PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 {satu) bulan
sejak imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan.
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PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (9) disetorkan ke kas negara dengan menggunakan
surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang
disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti

penerimaan negara.

Pasal 26

PPN terutang atas perolehan Rumah Susun Sederhana

Milik vang telah mendapat fasilitas dibebaskan dari

pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

wajib dibayar, apabila dalam jangka waktu 4 (empat)

tahun terhitung sejak saat perolehan Rumah Susun

Sederhana Milik tersebut:

a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula,
termasuk dipergunakan hanyva sebagai tempat
kegiatan usaha, disewakan atau tidak digunakan
sebagal tempat tinggal; atau

b. dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian
atau seluruhnya.

PPN vang wajlb dibayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) vaitu sebesar keseluruhan PPN dan terutang
pada saat penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik
dari PKP penjual kepada pembeli.
Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat
setoran pajak atau sarana administrasi lain yang
disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti
penerimaan negara paling lama akhir bulan berikutnya
terhitung sejak Rumah Susun Sederhana Milik tersebut:

a. digunakan tidak sesual dengan tujuan semula,
termasuk. dipergunakan hanya sebagai tempat
kegiatan usaha, disewakan atau tidak digunakan
sebagail tempat tinggal; atau

b. dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian
atau seluruhnya.

Atas keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa bunga

/



- 45 -

terhitung sejalk saat terutang hingga dilakukannya
pembayaran sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5) PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dapat dikreditkan.

Pasal 27
Kepala kantor pelayanan pajak, menerbitkan:

a. surat tagihan pajak sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal
pembayaran  dilakukan  setelah  jangka — waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat {3) dan
ayat (4), Pasal 23 ayat (4}, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 25 ayat (4] dan ayat (5), dan Pasal 26 ayat (3);
atau

b. surat Lketetapan pajak sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangsn di bidang perpajekan,
dalam hal terdapat kewajiban pembayaran PPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat {1) dan
ayat (2), Pasal 23 ayat {1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25
ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) vang belum terpenuhi.

Pasal 28
Pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP
tertentul yang bersifat strategis sebagaimana dimeksud dalam

Pasal 3 ayat (2} tidak dapat dikreditkan.

Pasal 29
Dalam hal PPN yang terutang atas impor dan/atau
penyerahan BKP tertentu vang bersifat strategis sebagaimana,
dimaksud dalam Pasal 3 telah dipungut atau dibayar, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. PPN yang dipungut harus disetorkan ke kas negara;
b. PPN yang dibayar atas perolehan BKP fertentu yang
bersifat strategis oleh PKP pembeli dapat dikreditkan
sesual dengan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan; dan/atau

/
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c. PPN yang dibayar atas perolehan BKP tertentu yang
bersifat strategis oleh pembeli yang bukan PKP, pembeli
tersebut dapat meminta kembali PPN vyang tidak
seharusnya dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlalou:

a. permochonan SKB PPN yang telah diterima kepala kantor
pelayanan pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri
ini diselesaikan sesuai tata cara dan persyaratan saat
diajukannya permohonan,;

b. SKB PPN vang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata
Cara. Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan
Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang
Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis vang Telah
Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi, dan belum
digunakan, tetap dapat digunakan paling lama 31
Desember 2021 sesuair dengan rincian Mesin  dan
Peralatan pabrik yang disetujui; dan

c. terhadap penggantian atau pembatalan atas SKB PPN
vang telah diterbitkan dan berlaku berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata
Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan
Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang
Kena Pajak Tertentu vang Bersifat Strategis yang Telah
Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi, dilakukan sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
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BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 268/PMEK.03/2015 tentang Tata

Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajalk
Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis vang Telah Dibebaskan Serta
Pengenaan Sanksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 2066), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Menteri ini mulail berlaku pada tanggal 1 September
2021.


https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2015/268~PMK.03~2015Per.pdf

G =
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LAMPIRAN I
FERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  115/PMK.03/2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILATI ATAS [IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAX TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN
TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU
DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKS] ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAT

SURAT KETERANGAN BEBAS, RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN
PEROLEHAN, DAN LAPORAN DALAM PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN
DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT
STRATEGIS

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN BAGI PKP PEMOHON
FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK .......... {1)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Nomor: KET-........... (2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai juncte Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ...... (3)/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilal atas Impor dan/atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang
Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan
Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai,
dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak
menerangkan bahwa:

nama O SN e (B
NPWP D e (5)
alamat N (6)
jenis usaha s (7}
lokasi proyek D e (8}
no. keputusan Menter: Keuangan e (9)
tentang Pembebasan Bea Masuk®)

periode SKB PPN Pemilik Proyek O (10)

diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau
penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana

J /
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tercantum dalam Rencana Kebutuhan Impor dan Perclehan sebagaimana
terlampir, untuk periode sejak ...oo.oeene {(11)

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode
verifikasi




(9}
{10)

{11)
{12)
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
BAGI PKP PEMOHON FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.

Diisi dengan nomor SKB PPN BKP tertentu yang hersifat strategis sesuai
dengan tata cara penomoran yvang berlaku.

Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.

Diisi dengan nama PKP pemchon SKB PPN.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN,

Diisi dengan alamat PKP pemohon SKB PPN.

Diisi berdasarkan jenis usaha PKP pemohon SKBE PPN sesuai dengan
Klasifikasi Lapangan Usaha.

Diisi lokasi proyek tempat Mesin dan Peralatan pabrik akan
ditempatkan.

Diisi dengan nomor keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan Bea Masuk.

Diisi dengan masa berlaku keputusan Menteri Keuangan mengenai
pembebasan Bea Masulk.

Diisi dengan masa berlaku SKB PPN, yaitu sama dengan nomor (10).
Diisi tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN.
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CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN BAGI PKP PENYEDIA
PEKERJAAN EPC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK .......... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat
Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai juncto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... (3)/PMK.03/2021 tentang Tata Cara
Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas
Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu vang Bersifat
Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak
Tertentu vang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Scmula atau
Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran
Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas
nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

nama e (4)
NPWP L et (5)
alamat N ©)
jenis usaha L e e (7)
lokasi proyek PPN (8)
no. kKeputusan Menteri Keuangan L e ©)
tentang Pembebasan Bea Masuk®)

no. SKB PPN Pemilik Proyek SO U RPN (10)
periode SKB PPN Pemilik Proyek e (11}
no. kontrak s (12)

diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilal yang terutang atas impor
atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis
sebagaimana tercantum dalam Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan
sebagaimana terlampir, untuk periode sejak ..... (13).

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode
verifikasi

*) Diisi jika ada

¢ /
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
BAGI PKP PENYEDIA PEKERJAAN EPC

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.

Diisi dengan nomor SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai
dengan tata cara penomoran yvang berlaku.

Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.

Diisi dengan nama PKP pemchon SKB PPN.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN,

Diisi dengan alamat PKP pemohon SKBE PPN.

Diisi berdasarkan jenis usaha PKP pemochon SKB PPN sesuai dengan
Klasifikasl Lapangan Usaha.

Diisi lokasi proyek tempat Mesin dan Peralatan pabrik akan ditempatkan.
Diisi nomor keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea
Masuk jika ada.

Diisi dengan nomor SKB PPN Pemilik Proyek.

Diisi dengan periode berlaku SKB PPN Pemilik Proyek.

Diisi dengan nomor kontrak antara Pemilik Proyek dengan Kontraktor
EPC.

Diisi dengan periode yang sama dengan periode berlaku SKB Pemilik
Proyek nomor {11}.

Diisi tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN.
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C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN BAGI PKP BUKAN PEMOHON
FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK .......... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
KET-......... (2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilat juncto Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ...... (3)/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertenfu yang Bersifat
Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang
Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan
Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai,
dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak
menerangkan bahwa:

nama OO PO (4
NPWP SSTTUITUNURUR (5)
alamat et (6}
jenis usaha e {7}
lokasi proyek ... TSR (8)

diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor
atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana
tercantum dalam Rencana Kebutuhan Impor dan Perclehan sebagaimana terlampir,
untuk periode®):

[1SKB PPN bagi PKP yang menghasilkan BKP
11 {satu) tahun sejak 1 Januari s.d. 31 Desember ....... {9)
(11 {satu) tahun sejak .......... {10} s.d 31 Desember .......(11)

[ 1SKB PPN bagi PKP Pemilik Proyek
12 (dua) tahun sejak 1 Januari s.d. 31 Desember ....... {12}
[ ]2 (dua) tahun sejak .......... (13} s.d 31 Desember ....... (14)

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode
verifikasi




(9)

10)
11)
12)
13)
14]
15)

p—— S e
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
BAGI PKP BUKAN PEMOHON FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

Diist dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.

Diisi dengan nomor SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai
dengan tata cara penomoran yang berlaku.

Diist dengan nomor Peraturan Menteri ini.

Diist dengan nama PKP pemohon SKB PPN.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN,

Diisi dengan alamat PKP pemohon SKB PPN.

Diisi berdasarkan jenis usaha PKP pemohon SKB PPN sesuai dengan
Klasifikasi Lapangan Usaha.

Diisi lokasi proyek tempat Mesin dan Peralatan pabrik akan ditempatkan.
Untuk nomor (9) sampai dengan (143 *) pilih salah satu dengan tanda
Diisi tahun berakhirnya SKB PPN,

Diisi tanggal mulai berlakunya SKB PPN.

Diisi tahun berakhirnya SKIB PPN.

Diisi tahun berakhirnya SKB PPN.

Diisi tanggal mulai berlakunya SKB PPN

Diisi tahun berakhirnya SKB PPN

Diisi tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN.
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CONTOH FORMAT RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)

A. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

PELABUHAN T

RENCANA KEBUIUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN [RKIP}

NAMA L e 1)
NPWP e ()
ALAMAT S UOTNOURRUSRY s (3)
NOMOR RKIP e i4)
TANGGAL  rrer et (B)
NOMOR SKB e (6)
PERIODE e (7
NO. KONTRAK e (8)
LOKASI PROYEK e, e 9

DAFTAR MESIN (10)

v (1)

KANTOR PABEAN D (129

1 Sebagai PKP yang menghasﬂkan BKP (13}
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11. Sebagai Penyedia Pekerjaan EPC (14)

*} dalam Ruplah, sestal dengan kurs Kementerian Keuangan pade saat tanggel permohonan

RINCIAN DAFTAR MESIN (15)

I. Sebagai PKP vang menghasilkan BKP {16}

II. Seb

T

QT

agal Penyedia Pekerjaan EPC (17)




B.

RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

PKP yang menyerahkan «.................. (19

(20}

-58-

DAFTAR MESIN (18]

L. Sebagai PKP yang men_@gsilk_an BKP

DS

g

II. Sebagai Penyedia
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RINCIAN DAFTAR MESIN {22

L. Sebagai PKP yang menghasilkan BKP

SUH

(23)




S8BIT TEBEE

(13)

(14)

(15)
(16)

11)
(12}
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP

Diis1 dengan nama PKP.
Diis1 dengan NPWP PKP,
Diisi dengan alamat PKP.
Ditsi dengan nomor RKIP.
biisi dengan tanggal pencrbitan RKIP (sama dengan tanggal penerbitan
SKB PPN).
Diisi dengan nomor SKIB PPN.
Dusi dengan pericde SKB PPN.
Diisi dengan nomor kontrak, jika ada.
Diisi dengan lokasi proyek.
Daftar Mesin (Impor)
Diis1 dengan nama pelabuhan tempat Mesin dan Peralatan diimpor.
Diist dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukail tempat Mesin dan Peralatan
diimpor.
Tabel daftar Mesin dan Peralatan untuk PKP yang menghasilkan BKP
-i-  Diisi dengan nomor urut.

-2-  Diisi dengan jenis barang.

-3-  Diisi dengan Kode HS.

-4-  Diisi dengan negara asal Mesin dan Peralatan.

-5-  Dusi dengan spesifikasi teknis Mcesin dan Peralatan.
-6~  Disi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.

-7~ Diisi dengan satuan Mesin dan Peralatan.

-8-  Diisi dengan perkiraan harga Mesin dan Peralatan.

-9-  Diisi dengan perkiraan PPN terutang.
-10-  Diisi dengan jumlah Bea Masuk.
Tabel daftar Mesin dan Peralatan untuk Penyedia Pekerjaan EPC

-1-  Disi dengan nomor urut.

-2-  Diisi dengan jenis barang.

-3-  Diisi dengan Kode HS.

-4-  Diisi dengan negara asal Mesin dan Peralatan.

-5-  Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan.
-6-  Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.

-7-  Diisi dengan satuan Mesin dan Peralatan.

-8-  Diisi dengan perkiraan harga Mesin dan Peralatan.

-9~ Diisi dengan perkiraan PPN terutang.

-10- Diisi dengan jumlah Bea Masuk .
Rincian Daftar Mesin
Tabel rincian daftar Mesin dan Peralatan untuk PKP yvang menghasilkan
BKP

-1-  Diisi dengan nomor urut sub item.
-2-  Diisi dengan uraian Jenis Mesin dan Peralatan beserta
spesifikasinya.

-3-  Diisi dengan Koede HS.

‘/
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(17) Tabel rincian daftar Mesin dan Peralatan untuk Penyedia Pekerjaan EPC

-61-

Diisi dengan jumlah komponen Mesin dan Peralatan sesual

dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan pada -2-.
Diisi dengan satuan koemponen Mesin dan Peralatan.

Diisi dengan nomor urut sub item.

Diisi dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan heserta
spesifikasinya.

Diisi dengan Kode HS.

Diisi dengan jumlah komponen Mesin dan Peralatan sesual
dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan pada -2-.

Diisi dengan satuan komponen Mesin dan Peralatan.

{18} Daftar Mesin {Perolehan)

{19) Diisi dengan nama dan NPWP PKP yang menyerahkan Mesin dan
Peralatan Pabrik (PKP Penjual).

{20) Tabel daftar Mesin dan Peralatan untuk PKP yang menghasilkan BKP

21

Diisi dengan nemor urut.

Diisi dengan jenis barang,

Diisi dengan Kode HS.

Diis1 dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan,
Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.

Diisi dengan satuan Mesin dan Peralatan.

Diisi dengan perkiraan harga Mesin dan Peralatan.
Diisi dengan perkiraan PPN terutang.

{21} Tabel daftar Mesin dan Peralatan untuk Penyedia Pekerjaan EPC

-1-

Diist dengan nomor urut.

Diisi dengan jenis barang.

Diisi dengan Kode HS.

Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan.
Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.

Diisi dengan satuan Mesin dan Peralatan.

Diisi dengan perkiraan harga Mesin dan Peralatan.
Diisi dengan perkiraan PPN terutang.

(22] Rincian Daftar Mesin (Perolehan)

(23) Tabel rincian daftar Mesin dan Peralatan untuk PKP yang menghasilkan

BKP
-1

(24) Tabel rincian daftar Mesin dan Peralatan untuk Penyedia Pekerjaan EPC

-]-

Diisi dengan nomor urut sub item.

Diisi dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan beserta
spesifikasinya.

Diisi dengan Kode HS.

Diisi dengan jumlah komponen Mesin dan Peralatan sesuai
dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan pada -2-.

Diisi dengan satuan komponen Mesin dan Peralatan.

Diisi dengan nomor urut sub item.
Diist dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan beserta
spesifikasinya.

Diisi dengan Kode HS.



-62-

Disi dengan jumlah komponen Mesin dan Peralatan sesuai
dengan uraian jenis Mesin dan Peralatan pada -2-.
Diisi dengan satuan komponen Mesin dan Peralatan.
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E. CONTOH FORMAT RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP) PERUBAHAN
RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP} PERUBAHAN

NOMOR RKIP PERUBAHAN @ viiiieeieeiies e, (1)
TANGGCAL et e e ereteee ey eeat s aaressraes (2)
NOMOR RKIP SEMULA e e (3)
NOMOR SKB PPN e e, (4)
PERIODE SKB PPN e e, (5}
NAMA e (6)
NPWP SSUUETSUNRT (7}
ALAMAT SVUTUSEIOO (8)
NO. KONTRAK LAMA  :.covvvvirinnnne, (9)
NO. KONTRAK BARU & .oocovririrenee, (10)

A, RENCANA KEBUTUHAN IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU YAN G BERSIFAT STRATEGIS PERUBAHAN {11}

-2- -3- -4- -5- -6- 1 -7- -3~ | -9- .. -10- -11- -12- ~13- ~14- | -15- ‘7 -16- -17- -18-
L Bebagal PKP yang menghasilkan BKP
& | | | | 5’ | | | } | | ! | |
1 Sebagal kontraktor EPC
E | | | | LF | | | % ] ! |
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B RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BER‘%IFA’I‘ STRA’I‘EGIS PERUBAHAN {12)

T Sebaga 1L PKP ya ng menghasﬁkan BI{P
| | | | l | | | | l | | |

I Sebagai Penyedia Pekerjaan EPC

l | '? l ? | | l T l | | |

eeerereiraeen(13)

Pemochon




o

W
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(10)

(11)
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP PERUBAHAN

Diisi dengan nomor RKIP perubahan.

Diisi dengan tanggal penerbitan RKIP perubahan.

Diisi dengan nomor RKIP semula.

Diisi dengan nomor SKB PPN,

Ditsi dengan periode SKB PPN.

Diisi dengan nama PKP.

Diisi dengan Nomor Polkok Wajib Pajak PKP.

Diist dengan alamat PKP.

Diisi dengan nomor kontrak lama {dalam hal PKP adalah Pemilik Proyek
dan Penyedia Pekerjaan EPC, jika yang mengalami perubahan adalah
kontrak).

Diisi dengan nomor kontrak baru (dalam hal PKP adalah Pemilik Proyek
dan Penyedia Pekerjaan EPC, jika vang mengalami perubahan adalah
kontrak).

Tabel Rencana Kebutuhan Impor Barang Kena Pajak Tertentu yang
Bersifat Strategis Perubahan

-1-

-10-

11~

-12-

~-13-

_14-

-15-

-16-
“17-

Diisi dengan nomor urut,

Duisi dengan nama Kantor Pabean semula.

Diisi dengan nama Kantor Pabean sckarang.

Di1si dengan Pelabuhan kedatangan semula.

Diisi dengan Pelabuhan kedatangan sekarang,.

Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan semula.

Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan sekarang.

Diisi dengan cara pengiriman Mesin dan Peralatan secara utuh
atau sccara terlepas.

Diisi dengan jenis barang komponen Mesin dan Peralatan, jika
diimpor/diperoleh secara terlepas.

Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika
diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh
secara terlepas semula.

Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika
diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/dipercleh
sccara terlepas sekarang.

Diisi dengan kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika
diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh
secara terlepas.

Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika
diimpor/diperoleh secara ufuh maupun jika diimpor/diperoleh
secara terlepas.

Diisi dengan perkiraan nilai impor per satuan Mesin dan
Peralatan.

Diisi dengan perkiraan nilai impor total Mesin dan Peralatan.
Diisi dengan perkiraan PPN terutang.

Diisi dengan lokasi proyek dimana Mesin dan Peralatan pabrik
ditempatkan semula.



(12)

(13)
(14]

~18-

B0~

Diisi dengan lokasi proyek dimana Mesin dan Peralatan pabrik
ditempatkan sekarang.

Tabel Rencana Kebutuhan Perclehan Barang Kena Pajak Tertentu vang
Bersifat Strategis Perubahan

1.

~10)-

~11-

_12-
~13-
_14-
-15-

-16-

Diisi dengan nomor uruf.

Diisi dengan nama PKP yang menyerahkan /PKP penjual semula.
Diisi dengan nama PKP yang menyerahkan/PKP penjual
sekarang.

Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan semula.

Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan sekarang.

Diisi dengan cara pengiriman Mesin dan Peralatan secara utuh
atau secara terlepas..

Diisi dengan ienis barang komponen Mesin dan Peralatan, jika
diimpor/diperoleh secara terlepas

Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika
dilmpor/dipercleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh
secara terlepas semula.

Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika
diimpor /diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh
secara terlepas sekarang.

Diisi dengan kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika
diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoich
secara terlepas.

Diis1 dengan spesifikast teknis Mesin dan Peralatan, baik jika
diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh
secara terlepas.

Diisi dengan perkiraan nilai impor per satuan Mesin dan
Peralatan.

Diisi dengan perkiraan nilai impor total Mesin dan Peralatan.
Diisi dengan perkiraan PPN terutang.

Diisi dengan lokasi proyek dimana Mesin dan Peralatan pabrik
ditempatkan semula.

Diisi dengan lokasi proyek dimana Mesin dan Peralatan pabrik
ditempatkan sekarang.

Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan perubahan RKIP.
Diisi dengan nama dan jabatan pemohon.
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F. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISAS! IMPOR DAN PEROLEHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK

NAMA e (1)
NPWP i (2)
ALAMAT e (3)
LOKASI PROYEK eooevireeo ()
NO. KONTRAK) e (B)
NO SKB PPN e (6)
1. REALISASI IMPOR MESIN DAN PERALATAN PABRIK (7)

AN P

s TR

B R M - S 4 5 | 6 | -7 8- | -0 10- | 1L

—
t
|
[
P
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PEROLEHAN
MESIN DAN PERALATAN PABRIK

(1)  Diisi dengan nama PKP.

(2)  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP.

(3) Diisi dengan alamat PKP.

(4)  Diisi dengan lokasi proyek.

(5) Diisi dengan nomor kontrak (untuk Pemilik Proyek dan Penyedia
Pekerjaan EPC).

(6)  Diisi dengan nomor SKB PPN.

(7)  Tabel Realisasi Impor Mesin dan Peralatan Pabrik

-1-  Diisi dengan nomor urut.

-2-  Diisi dengan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB}.

-3-  Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan.

-4-  Diisi dengan cara pengiriman Mesin dan Peralatan secara utuh
atau secara terlepas.

-5-  Diisi dengan jenis barang komponen Mesin dan Peralatan, jika

diimpor/diperoleh secara terlepas.

-6-  Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika
diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh
secara lerlepas.

-7-  Diisi kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh
secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.

-8-  Diisi jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika ditmpor/diperoleh
secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.

-9-  Diisi nilai impor per satuan Mesin dan Peralatan.

-10-  Diisi nilai impor total Mesin dan Peralatan.

-11- Diisi nilai PPN terutang.

-12- Diisi lokasi proyek di mana Mesin dan Peralatan pabrik

ditempatkan.
(8) Tabel Realisasi Perolehan Mesin dan Peralatan Pabrik

-1-  Diisi dengan nomor urut.

-2-  Diisi dengan nomor Faktur Pajak.

-3-  Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan.

-4-  Diisi dengan cara pengiriman Mesin dan Peralatan secara utuh
atau secara terlepas.

-5-  Diisi dengan jenis barang komponen Mesin dan Peralatan, jika

diimpor/diperoleh secara terlepas.

-6-  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP Penjual.

-7-  Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika
diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh
secara terlepas.

-8 Diisi kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh
secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.

f /
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Diisi jumlah Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh
secara utuh maupun jika diimpor/dipercleh secara terlepas.
Diisi harga jual per satuan Mesin dan Peralatan.

Diisi harga jual total Mesin dan Peralatan.

Diisi PPN terutang.

Diisi lokasi proyek di mana Mesin dan Peralatan pabrik
ditempatkan.
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G. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK KEPADA PEMILIK PROYEK

LAPORAN REALISASI PENYERAHAN
MIESIN DAN PERALATAN PABRIK KEPADA PEMILIK PROYEK

IDENTITAS PKP PENYEDIA PEKERJAAN EPC

NAMA ST (1)
NPWP ST (2)
ALAMAT e (3)
NOMOR KONTRAK D (4)
NOMOR SKB PPN e (5)

IDENTITAS PEMILIK PROYEK

NAMA e, (6)
NPWP ST (7)
ALAMAT e (8}
NOMOR SKB PPPN s (9)
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
LAPORAN REALISASI PENYERAHAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK
KEPADA PEMILIK PROYEK

Diisi dengan nama PKP Penyedia Pekerjaan EPC,

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP Penyedia Pekerjaan EPC.
Diist dengan alamat PKP Penyedia Pekerjaan EPC.

Diisi dengan nomor kontrak.

Diisi dengan nomor SKB PPN Penyedia Pekerjaan EPC.

Diisi dengan nama Pemilik Proyek.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemilik Proyek.

Diisi dengan alamat Pemilik Proyek.

Diisi dengan nomor SKB PPN Pemilik Proyek.

Tabel Realisasi Penyerahan Mesin dan Peralatan Pabrik

-1« Diisi dengan nomor urat

-2-  Diisi dengan jenis Mesin dan Peralatan.

-3-  Diisi dengan jumlah Mesin dan Peralatan.

-4~ Diisi dengan spesifikasi teknis Mesin dan Peralatan, baik jika

diimpor/diperoleh secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh
secara terlepas.

-5-  Diisi kode HS Mesin dan Peralatan, baik jika diimpor/diperoleh
secara utuh maupun jika diimpor/diperoleh secara terlepas.

-6-  Diisi lokasi proyek di mana Mesin dan Peralatan ditempatkan.
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H. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPN PENGGANTT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK .......... (1}

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGGANTI
Nomor: KET- ......... (2}

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang
Dibebaskan dari Pengenaan Pajek Pertambahan Nilai juncto Peraturan Menteri
Keuangan Nomeor ...... (3)/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yvang Bersifat
Strategis yvang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang
Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan
Pengenaan Sanlksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dengan
inl Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan
bahwa:

nama I 4)
NPWP e (5)
alamat L (€)
jenis usaha D e (7)
lokasi proyek L e (8)
no. SKB PPN lama T vrevaenraias e {(9)
periode SKB PPN lama e (10)

diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilal yang terutang atas impor atau
penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategls sebagaimana
tercantum dalam Rencana Kebutuhan Impor dan Perclehan sebagaimana terlampir,
untuk periode sejak ... (11)

Demikian disampatkan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode
verifikasi
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN PENGGANTI

Diist dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.

Diist dengan nomor SKB PPN BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan
tata cara penomoran yvang berlaku.

Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.

Diist dengan nama PKP pemohon SKB PPN.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN,

Diisi dengan alamat PKP pemohon SKB PPN.

Diisi berdasarkan jenis usaha PKP pemohon SKB PPN sesuai dengan Klasifikasi
Lapangan Usaha.

Diisi lokasi proyek tempat Mesin dan Peralatan akan ditempatkan

Diisi dengan nomor SKB PPN yang lama

Diisi dengan periode berlaku SKB PPN yang lama

Diisi dengan periode yang sama dengan periode SKB PPN yang lama

Diisi tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN
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CONTOH FORMAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK .......... (1)

PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Nomor: KET- ............ (2}

Sehubungan dengan diperolehnya data/informasi vang mcnunjukkan
hahwa Pengusaha Kena Pajak;

nama e e (3)
NPWP s (4)
alamat e e (5)
lokasi proyek e e (6)

tidak berhak untuk mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN,
sehingga atas Surat Keterangan Bebas PPN nomor ............... (7) tanggal
.............. (8), vang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak dibatalkan.

............... TR |
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kode
verifikasi
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PEMBATALAN SKB PPN

Diisi nama Kantoer Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar.

Diisi dengan nomor pembatalan SKB PPN BKP tertentu yang bersifat
strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.

Diisi dengan nama PKP pemohon SKi3 PPN,

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemohon SKB PPN,

Diisi dengan alamat PKP pemohon Pembatalan SKB PPN.

Diist lokasi proyek di mana Mesin dan PPeralatan ditempatkan.

Diist nomor SKB PPN yang dibatalkan.

Diisi tanggal penerbitan SKB PPN yang dibatalkan.

Diisi tempat dan tanggal penerbitan pembatalan SKB PPN.
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J. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENCABUTAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PPN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK .......... (1)

SURAT KETERANGAN PENCABUTAN SURAT KETETANGAN BEBAS PPN
Nomor: KET- ............ (2)

Sehubungan dengan keputusan pencabutan pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak nomor...................... (3), atas Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai (SKB PPN) nomor............... (4}, yang diberikan kepada:
T 03 1= OO (5)

NPWP . (6)

alamat .. (7)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal keputusan pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan.

Dermikian disampatkan.

.................... ,...........{8)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

2 Kode
| verifikasi

Surat keterangan ini ditujukan kepada:
1. Kantor Pabean

2. Pemilik SKB PPN

3. Lainnya
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN
PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN

(1) Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar. _

(2) Diisi dengan nomor pencabutan SKB PPN BKP tertentu yang bersifat
strategis sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.

(3) Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pencabutan pengukuhan
PKP. _

(4) Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPN yang akan dicabut.

(5)  Diisi dengan nama PKP pemilik SKB PPN.

(6) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pemilik SKB PPN.

(7)  Diisi dengan alamat PKP pemilik SKB PPN.

(8)  Diisi tempat dan tanggal surat keterangan pencabutan SKB PPN.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b. _
Plt. Kepala Bagian ﬁdm'mistrasi Kementerian

RIAWSYAH N
NIP 0213.199703 1 001

1
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NeMOR 115/PMK.03/2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMEAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN DAR!
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN
TIDAK ~ SESUAI  DENGAN  TUJUAN  SEMULA  ATAU
DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAIAN NILAI

SURAT PERNYATAAN DAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN DALAM
PEMANFAATAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PPN ATAS RUMAH SUSUN
SEDERHANA MILIK

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBERI KERJA (PEMBELI ADALAH
KARYAWAN)

SURAT KETERANGAN PEMBERI KERJA

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

name, PR (1)
nomor induk kependudukan/NPWP : .............. (2)
Jjabatan e (3)

bertindak selaku pimpinan/pemberi kerja dari
nama s (4)
nomor induk kependudukan/NPWP @ .............. (D)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnva bahwa penghasilan vang
diterima oleh Saudara ............... (6) adalah sebesar Rp......... (7} setiap
bulannya.

Demikian surat keterangan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan

serta dapat dipertanggungijawabkan.

{tempat), (tanggal}...(8)
Yang menyatakan,

meterai
(namaj....... (9)
g (jabatan)....(10)
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN PEMBERI KERJA

Diisi dengan nama pemberi kerja.

Diisi dengan nomor induk kependudukan dan/atau NPWP pemberi kerja.
Diisi dengan jabatan pemberi kerja.

Diisi dengan nama Orang Pribadi.

Diisi dengan nomor induk kependudukan dan/atau NPWP Orang Pribadi.
Diisi dengan nama Orang Pribadi penerima penghasilan.

Diisi dengan jumlah penghasilan Orang Pribadi per bulan.

Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.

Diisi dengan nama lengkap dan jelas pemberi kerja.

Diisi dengan jabatan pemberi kerja.
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B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BESARNYA PENGHASILAN
(PEMBELI MELAKUKAN KEGJATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS)

SURAT KETERANGAN BESARNYA PENGHASILAN

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama e (1)
nomor induk kependudukan/NPWP @ ... {2)
pekerjaan T s (3}

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan yang saya
terima dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah sebesar Rp......... {4)
setiap bulannya.
Demikian surat keterangan ini Diisi dan ditandatangani tanpa paksaan
serta dapat dipertanggungiawabkan.
{tempat), (tanggal}...{5)

Yang menyatakan,

meterai

{nama)....... {0)
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN BESARNYA PENGHASILAN

Diisi dengan nama Orang Pribadi/pembeli.

Diisi dengan nomor induk kependudukan dan/atau NPWP Orang
Pribadi/pembeli.

Diisi dengan pekerjaan Orang Pribadi/pembeli.

Diisi dengan jumlah penghasilan Orang Pribadi/pembeli per bulan.

Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.

Diisi dengan nama lengkap dan jelas Orang Pribadi/ pembeli.
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C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN UNIT HUNIAN PERTAMA YANG
DIMILIKI, DIGUNAKAN SENDIRI SEBAGAI TEMPAT TINGGAL DAN TIDAK AKAN
DIPINDAHTANGANKAN

SURAT PERNYATAAN
RENCANA KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama e et a ettt et erans (1}
nomor induk kependudukan :..........n, (2)
NPWP* ST e, {3)

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. saya adalah Orang Pribadi, dengan data sebagai berikut:

nama pemberi kerja**) SO 4)
NPWP/nomor induk kependudukan pemberi kerja**¥) e {5)
jumlah penghasilan per bulan Teteitir i araaas {6);

b. akan melakukan perolehan Rumah Susun Sederhana Milik, dengan jumiah
tidak melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

c. Rumah Susun Sederhana Milik tersebut merupakan unit hunian pertama
vang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak
dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai ketentfuan peraturan
perundang-undangan di bidang rumah susun, dengan data sebagai berikut:

nama penjual PP (7)
NPWP e, (8)
alamat Rumah Susun Sederhana Milik
desa/kelurahan OO e e e (9
kecamatan SRRSO (10)
kab. /kota U UUIPON (11)
luas unit hunian (M?2) et et e (12).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

------------------ ’u;------.-4.;-.-...-...4.[13)

meteral

*} Dusl dalam hal Orang Pribadi memiliki NPWP
**y Diist dalam hal Orang Pribadi adalah karyawan
**¢] dalam hal pemberi kerja tidak memiliki NPWP
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
RENCANA KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK

(1)  Diisi dengan nama Orang Pribadi.

(2)  Diisi dengan nomor induk kependudukan Orang Pribadi.

(3)  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi.

(4) Diisi dengan nama pemberi kerja.

(5) Diisi dengan NIK dan/atau NPWP pemberi kerja.

(6) Diisi dengan jumlah penghasilan Orang Pribadi per bulan.

(7)  Diisi dengan nama PKP penjual Rumah Susun Sederhana Milik.

(8) Diisi dengan NPWP PKP penjual Rumah Susun Sederhana Milik.

(9) Diisi dengan nama desa/kelurahan lokasi Rumah Susun Sederhana
Milik. :

(10) Diisi dengan nama kecamatan lokasi Rumah Susun Sederhana Milik.

(11) Diisi dengan nama kabupaten/kota lokasi Rumah Susun Sederhana
Milik.

(12) Diisi dengan luas unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang akan
dibeli.

(13) Diisi tempat dan tanggal surat pernyataan.

(14) Diisi nama lengkap dan jelas Orang Pribadi yang akan membeli unit

hunian Rumah Susun Sederhana Milik.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b. _
Plt. Kepala Bagian ﬁdministrasi Kementerian

Al

RIAfSYAH N
NIP 0213.199703 1 001
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LAMPIRAN III
FERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  115/PMK.03/2021
TENTANCG

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIL ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
FERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAMHAN NILAI YANG DIGUNAKAN
TIDAK  SESUAT DENGAN TUJUAN  SEMULA  ATAU
DIFINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS
KETERLAMBATAN PEMEAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

CONTOH TRANSAKSI DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK BAGI
PENYEDIA PEKERJAAN EPC

PT ABC Karya adalah perusahaan Penyedia Pekerjanan EPC yang memperoleh
pekerjaan untuk membangun pabrik pupuk di Aceh. Pemilik Provek pabrik
pupuk tersebut adalah PT Pupuk DEF. Dalam proyek tersebut PT ABC Karya
akan melakukan pekerjaan engineering, procurement and construction. Adapun
atas proyek pembangunan pabrik pupuk tersebut, PT ABC Karya scbagian
mengimpor barang dari supplier luar negeri dan sebagian lagi dibeli dari
produsen lokal, PT GHI Teknik. Pada PT GHI Teknik, PT ABC Karva membeli 2
(dua) set Mesin dan Peralatan pabrik penghasil pupuk. Selain itu, PT ABC Karya
juga membeli 3 {tiga) buah forklift dan 1 (satu) set conveyor belt yang akan
diletakkan di bagian packaging. Atas pembelian tersebut, PT ABC Karya
menunjukkan bahwa ia memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB} PPN BKP
tertentu vang bersifat strategis atas transaksi Mesin dan Peralatan pabrik.
Sehingga atas transaksi dengan PT ABC Karya tersebut, PT GHI Teknik
membuat 2 (dua) faktur pajak atas nama PT ABC Karya:

¢ 1 (satu) faktur pajak 01 untuk pembelian 3 {tiga) buah forkliff dan 1 (satu}
conveyor belt; dan
¢ 1 (satu) faktur pajak 08 untuk pembelian 2 (dua) set Mesin dan Peralatan
pabrik penghasil pupuk, dengan keterangan “PPN DIBEBASKAN SESUAI
PP NOMOR 81 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP
48 TAHUN 2020”.
Sesual dengan kontrak pekerjaan EPC, setelah pabrik pupuk selesai dibangun
maka PT ABC Karyva harus menyerahkannya kepada PT Pupuk DEF. Atas
penyerahan tersebut PT ABC Karya membuat faktur pajak atas nama PT Pupuk
DEF sebagai berikut:
s faktur pajak 0l untuk penyerahan selain Mesin dan Peralatan pabrik

(termasuk jika terdapat margin dan nilai tambah lain); dan

e /
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faktur pajak 08 untuk penyerahan Mesin dan Peralatan pabrik yang
digunakan untuk menghasilkan pupuk, dengan keterangan “PPN
DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PP 48 TAHUN 2020”.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian ﬁdministrasi Kementerian

NIP

RIASYAH M
0213.199703 1 001



